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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hak Konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang dan/atau jasa yang dipasarkan kepada konsumen di Tanah Air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung.

Jika tidak berhati-hati dalam memilih produksi barang dan/atau jasa yang diingikan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertaggunjawab. Tanpa disadari konsumen menerima begitu saja barang dan/atau jasa yang di konsumsinya.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional kian hari kian  meningkat menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi oleh konsumen. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus teransaksi barang dan/atau jasa melintas batas-batas suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negri dan produksi dalam negeri.

Namun hal ini bisa berakibat positif atupun sebaliknya bagi Konsumen. Hal positifnya karena kondisi ini memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa secara bebas sesuai dengan keinginannya. Hal negatifnya karena kondisi ini menyebabkan posisi Konsume lebih lemah dari pelaku usaha.  

Untuk memproleh  suatu barang dan/atau jasa harus melalui sebuah perjanjian. Pada dasarnya perjanjian dilakukan dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, dimana begitu tercapai kesepakatan diantara para pihak maka lahir sebuah perjanjian dan menimbulkan perikatan yaitu hak dan kewajiban diantara para pihak. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini didasarkan pada asas konsensualitas yang menyatakan perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat, jadi asalkan di antara para pihak tercapai kesepakatan maka sejak detik tersebut lahirlah perjanjian.

Dalam perkembangannya, perjanjian tidak hanya dibuat secara lisan, tetapi juga dilakukan secara tertulis, dimana sebelum para pihak menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis, para pihak terlebih dahulu merundingkan hal-hal apa saja yang akan mereka tuangkan dalam perjanjian tersebut, dalam mencapai kesepakatan para pihak melakukan negosiasi (tawar menawar) sampai tercapai kesepakatan, dan hal-hal yang mereka sepakati tersebut baru dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, Namun seiring berjalannya waktu, salah satu bentuk dari perjanjian tertulis adalah adanya perjanjian baku yang meniadakan proses negosiasi (tawar-menawar).

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengertian klausula baku (perjanjian baku) adalah, Perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha
. 
Penggunaan klausula baku dilakukan mengingat untuk membuat tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan, dirasa tidak efisien. Hal ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk masingmasing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. Maka untuk menekannya, dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula baku tersebut atau dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak sementara pihak lain tinggal menyetujui atau menolak saja dan tidak dapat mengubah.

Dengan maraknya perjanjian baku merupakan suatu perkembangan yang dibutuhkan dalam dunia perekonomian yang menghendaki serba cepat dan serba praktis, namun karena syarat-syarat dalam perjanjian baku ditentukan oleh salah satu pihak tanpa didahului oleh proses negosiasi (tawar-menawar) dengan pihak lainnya, dikhawatirkan pihak yang menentukan syarat perjanjian akan mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi).
Rijken  dalam buku Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. 

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen/pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dimiliki oleh produsen/pelaku usaha, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.
Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang dikehendaki dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjarijian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi peijanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya. Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak yang lebih lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.
Perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak untuk membayar ganti kerugian kepada pihak yang lainnya, memiliki ciri sebagai berikut:

a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat daripada debitur;
b. debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
c. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
d. bentuknya tertulis;
e. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.
Dengan adanya prinsip perjanjian baku dengan penggunaan klausula eksonerasi, maka dibuatlah UUPK (Undang-Undang Perlindungan konsumen) untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pemberdayaan konsumen sangat penting karna para konsumen tidak bisa mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dengan modal seminimal mungkin.
 

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen semua pelaku usaha tidak diperkenankan menggunakan perjanjian baku.

Pasal 18 ayat 1 UUPK :
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.

Sedangkan tanggungjawab pelaku usaha dalam UUPK diatur dalam Pasal 19 ayat: 
“Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Adanya undang-undang perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undan perlindungan konsumen justru bisa mendorog iklim usaha yan sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada denga menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian antara pasien dengan rumah sakit selong ?
2. Bagaimana tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien atas penggunaan klausula eksonerasi?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang diajukan, maka penelitian mempunyai beberapa tujuan dan manfaat, yaitu :
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan tanggungjawab Rumah Sakit terhadap pasien atas penggunaan klausula eksonerasi.
b.  Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perjanjian antara pasien dengan rumah sakit selong atas penggunaan klausula eksonerasi.
2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 
a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum bisnis dalam perlindungan konsumen terhadap proses perjanjian dengan penggunaan kalusula eksonerasi. 

b. Manfaat praktis

Memberi sumbangan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap proses perjanjian penggunaan klausula eksonerasi. 
D. Orisisinalitas Penelitian
Penulis menuliskan beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul dan tema skripsi penulis guna menjadi perbandingan dalam orisinalitas penelitian, antara lain :

1. Adi Niti Titis Perdana, Skripsi Universitas Muhammadiah Surakarta, Fakultas Hukum, tahun 2015, dengan judul “Perlindungan Hukun Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Perjanjian Baku Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (cabang Gladag Surakarta Studi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asurans Di Kota Surakarta)”. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti dan membahas Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas penggunaan klausula baku. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, penelitian empiris ke Rumah Sakit Selong.

2. Yanti Rahayu Kosmasari, skripsi Universitas Muhammadyah Malang, Fakultas Hukum, tahun 2011, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pencantuman Klausula Baku Eksonerasi Dalam Nota Pembelian Tunai Oleh Pelaku Usaha Penjual Peralatan Komputer Di Kota Malang”. Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti Perlindungan Konsumen atas pencantuman Klausula eksonerasi. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, pembahasan masalah yang berbeda, mengenai perjanjian antara pasien dengan Rumah Sakit.
3. Alfan Fairus Syifa’, skirpsi UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Hukum, tahun 2016, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhada Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laudry Papringan Sleman Yogyakarta”. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas dan meneliti masalah tanggung jawab pemberi jasa. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, objek penelitian dan pembahasan juga berbeda.
	No
	Judul
	Kelebihan

	1
	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Antaa Pasien Dengan Rumah Sakit
	Skripsi ini membahas perlindungan hukum serta tanggungjawab yang harus diemban oleh RS, di dalam skripsi dipaparkan secara rinci tentang hal yang tidakboleh dilakukan oleh Rumah Sakit, khususya pencantuman klausula eksonerasi oleh pihak yang lebih dominan disini adalah pihak RS.


E. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk mencegah agar pembahasan tidak terlalu luas dan agar penelitian tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta lebih terarahnya didalam melakukan penelitian ini diperlukan pembatasan dalam ruang lingkup pembahasan penelitian. Adapun ruang lingkupnya menitikberatkan pada bagaimana proses perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi di Rumah Sakit Selong.
BAB II

Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

“Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”

Beberapa ahli hukum banyak juga yang memberikan pendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:
a.   Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalahmemberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar merekadapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
b.   Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

c.   Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu haldari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikanperlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yangmengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
d.   Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan artidari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hakdan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyekhukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untukmelakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
2. Tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen
a. Pengertian
Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada hak asasi manusia yang di rugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Mengacu kepada pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Iswanto, maka perlindungan konsumen adalah segala upaya untukmembrikan rasa aman kepada konsumen sebagai pengguna suatu barrang dan/atau jasa dengan menjamin adanya kepastian hukum.

Suryadi juga memberikan definisi mengenai hukum perlindungan konsumen:

“Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur segala tingkah laku manusia yang berhubungan dengan pihak konsumen, pelaku usaha ddan pihak lain yang berkaaitan dengan masalah konsumen yang disertai dengan sangsi bagi pelanggarnya.”

Menurut AZ. Nasution diperlukan suatu pembatasan mengenai hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen bahwa:
“Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.”

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat sebagai piranti hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Konsumen. Meskipun demikian, di dalamnya tidak hanya menitik beratkan pada kepentingan konsumen saja, pelaku usaha dan pemerintah juga ikut dilibatkan. Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angkan 1 Undang-Unddang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi sebagai berikut:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada skonsumen”.

b. Tujuan 
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses pemakaian barang/ jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapat informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

c. Asas-asas yang terkandung 

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagaiusaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1) Asas manfaat dimaksutkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan dimaksut agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimaldan diberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memproleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan dimaksutkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun sepiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksutkan untukmemberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum dimaksutkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin perlindungan hukum. 
d. Hak Bagi Konsumen

Masing-masing konsumen mempunyai hak. Hak Konsumen sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan danpendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan secara jujur serta tidak didiskriminatif;
8. Hak untuk mendapat konpensasi,ganti rugi dan/ atau penggantian apabilabarang dan/ atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
a. Pengertian 
Menurut teori baru pengertian perjanjian menurut Van Dunne adalah suatuhubungan hukum antara dua pihak atau lebih atau berdasarkan kata sepakat untuk membulkan akibat hukum. Teori  baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.
 
 Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

a.   tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;

b.   tahap countractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;

c.   tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian dari sumber hukumnya. Ia membagi jenis perjanjian menjadi lima macam yaitu :

1.   Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan.

2.   Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya paralihan hak milik.

3.   Perjanjian obligator yaitu perjanjian yang menilmbulkan    kewajiban.

4.   Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan bewijsovereenkomst.

5.   Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan publieckrechtlijke overeen komst.

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak

2) Kecakapan bertindak

3) Adanya Objek 

4) Adanya kausa yang halal
c. Fungsi Perjanjian

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomi. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hokum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai penggunaan yang lebih tinggi.

d. Asas-asas 
Ada beberapa asas dalam hukum perjanjaian yaitu sebagai berikut:
1) Asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka). 
2) Asas konsensualisme. 

3) Asas Itikad Baik (kepribadian

4) Asas Pelengkap
Adapun dasar hukum perjanjian antara lain adalah :

a.  Pasal 1233 KUHPerdata : Perikatan lahir karena suatu persetujuanatau karena undang-undang.
b.  Pasal 1313 KUHPerdata : Suatu persetujuan adalah suatu perbautan yangmana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataulebih.
c.  Pasal 1320 KUHPerdata : Sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal.
4. Tinjauan umum Perjanjian Baku

Perjanjian baku dalam peraktek dikenal ada beragai sebutan untuk jenis-jenis perjanjian semacam ini misalnya di Perancis digunakan Cntract d’adhesion. Pejanjian baku diartikan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda standart cntract atau  standa voorwadem.

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak untuk membayar ganti kerugian kepada pihak yang lainnya, memiliki ciri sebagai berikut:
a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat daripada debitur;
b. debitur sama sekali tidak ikutmenentukan isi perjanjian itu;
c. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
d. bentuknya tertulis;
e. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Perjanjian baku (standar) itu sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya konsumen tidak mempunyai pluang untuk meuahnya. Adapun yang belum diakukan adalah beberapa hal lainnya yang sifatnya sangat khusus dari obyek yang di perjanjikan. Dengn demikian perjanjian aku (standar) adalah perjanjian yang diterapkan secara sepiak oleh produsen/ pelaku usaha yang mengandung ketentuan yang berlaku umum sehingga pihak knsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu setuju atau menolaknya.

Dari penjelasan di atas, dapat dikemukakan unsur unsur perjanjian aku, yaitu
:

1) Diatur oleh kreditur atau eknomi kuat;

2) Dalam entuk sebuah formulir;

3) Adanya klausula klausula eksenorasi.
Maraknya perjanjian baku merupakan suatu perkembangan yang dibutuhkan dalam dunia perekonomian yang menghendaki serba cepat dan serba praktis, namun karena syarat-syarat dalam perjanjian baku ditentukan oleh salah satu pihak tanpa didahului oleh proses negosiasi (tawar-menawar) dengan pihak lainnya, dikhawatirkan pihak yang menentukan syarat perjanjian akan mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi).

Klausula eksonerasi adalah “suatu klausula dalam suatu perjanjian, dimana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum
seharusnya menjadi tanggung jawabnya”. Klausula eksonerasi dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak. Dapat dibayangkan dengan dimungkinkannya orang memperjanjikan suatu klausula eksonerasi dapat membawa akibat, bahwa hak dan kewajiban dari para pihak menjadi jauh tidak berimbang.

Dengan melihat kenyataan bahwa bargaring position konsumen pada prakteknya jauh dibawah para pelaku usaha, maka dalam  Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen perlu adanya pengaturan tentang pencantuman klausula bakudalam setiapdokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan evinisi tengtang perjanjian baku, tetami merumuskan klausula baku sebagai:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syaratyang telah di persiapkan terebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib di penuhioleh konsumen.”

Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam Bab V tentang Ketentuan pencantuman klausula Baku yang mana pengaturannya hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu pasal 18. Dalampasal ini secara prinsip terdapat dua larangan mengenai pencantuman lausula baku dan/atau  mencantumkan perjanjian baku dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Pasal 18 ayat 1 mengatur larangan-larangan pencantuman klausula baku, sedangkan dalam Pasal 18 ayat 2 mengatur bentuk, dan penulisanperjanjian baku yang dilarang.

Menurut  Az.  Nasution, bentuk  perjanjian  dengan  syarat  baku  pada umumnya terdiri atas:

a) Bentuk Perjanjian
Suatu  perjanjian  telah  di  persiapkan  terlebih  dahulu  konsepnya  oleh salah satu pihak, yang umumnya dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian ini selain  memuat  aturan-aturan  umum  yang  tercantum  dalam  suatu  perjanjian, memuat  pula  persyaratan-persyaratan  khusus,  baik  itu  berkenaan  dengan pelaksanaan  perjanjian,  menyangkut  hal-hal  tertentu,  dan/atau  masa berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan  suatu  perjanjian,  baik  itu  dalam  bentuk  formulir  atau  lain-lain, dengan materi atau syarat-syarat tertentu dalam perjanjian tersebut. Misalnya memuat  ketentuan  tentang  syarat  berlakunya  kontrak  baku,  syarat-syarat berakhirnya,  syarat-syarat  tentang  resiko  tertentu,  hal-hal  tertentu  yang  ditanggung,  dan/atau  berbagai  persyaratan  lain  yang  pada  umumnya menyimpang dari ketentuan umumnya berlaku.
b) Bentuk Dokumen
Klausula  baku  dapat  juga  terdapat  dalam  bentuk-bentuk  lain,  yaitu syarat-syarat  khusus  yang  termuat  dalam  berbagai  bentuk kwintansi, bon, karcis,  tanda  penerimaan  atau  tanda penjualan,  kartu-kartu tertentu,  klausula  yang  tertera  pada  papan  pengumuman  yang  diletakkan  diruang  penerimaan  tamu  atau  di  lapangan,  atau   secarik  kertas  tertentu  yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan. Yang membedakan antara klausula baku dalam bentuk perjanjian dan klasula  baku  dalam  bentuk  dokumen  adalah  tanda  tangan  para  pihak.  Pada kalusula  baku  berbentuk  perjanjian,  biasanya  terdapat  tempat  untuk membubuhkan  tanda  tangan  bagi  para  pihak  yang  menyutujui  klausula  atau perjanjian tersebut. Sedangkan pada klausula baku yeng berbentuk dokumen, tidak terdapat kolom untuk membubuhkan tanda tangan

Perjanjian  baku  memegang  peranan  penting  dalam  dunia  usaha  dan perdagangan  modren.  Perjanjian  ini  bisasanya  di  bentuk  oleh  pelaku  usaha untuk  mengadakan  berbagai  jenis  transaksi  khusus.  Isinya  ditetapkan  agar dapat digunakan lagi dalam perjanjian mengenai produk barang dan/atau jasa serupa  dengan  pihak-pihak  lain  tanpa  harus  melakukan  perundingan berkepanjangan mengenai syarat-syarat yang seniatiasa muncul.

Maksud  dari  tindakan  seperti  ini  adalah  untuk  menghemat  waktu, tenaga, dan biaya-biaya transaksi, juga agar dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang khusus yang lebih penting. Dari sisi pelaku usaha, hal seperti ini merupakan  salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  ekonomi  yang  efisien, praktis, cepat, dan tidak bertele-tele.
Selain  itu,  penetapan  syarat-syarat  baku  dalam  perjanjian  dapat memberikan keuntugan lain bagi pelaku usaha. Perjanjian dapat mempelancar dan  mempermudah  hubungan  antara  pelaku  usaha  dengan  langganan  dan pemasok  barang,  karena  mereka  tidak  perlu  berunding  dulu  ketika hendak melakukan transaksi.

Perjanjian  baku  yang  sering  dijumpai  dalam  masyarakat,  dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:
a) Perjanjian baku sepihak. Perjanjian baku sepihak ini adalah perjanjian yang  isinya  ditentukan  oleh  pihak  yang  kuat  kedudukannya  di  dalam perjanjian tersebut. Pihak yang kuat dalam hal ini adalah pihak pelaku usaha,  yang  pada  umumnya  memiliki  posisi  lebih  kuat  dibandingkan konsumenz

b) Perjanjian baku  yang ditetapkan oleh pemerintah. Perjanian ini adalah perjanjian  baku  yang  isinya  ditentukan  oleh  pemerintah  terhadap perbuatan hukum tertentu. 
c) Perjanjian  baku yang  ditentukan  di  lingkungan  Notaris  atau  Advokat. Perjanjian  jenis  ini  adalah  perjanjian  yang  konsepnya  sejak  semula adalah  untuk  memenuhi  permintaan  dari  anggota  masyarakat  yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang didalam kepustakaan belanda di sebut dengan ‘Contract Model’.

Dari ketiga jenis perjanjian baku tersebut di atas, yang lazim dijumpai dalam  aktivitas  setiap  hari  adalah  perjanjian  baku  sepihak.  Perjanjian  baku sepihak tersebut lazim dijumpai dalam perbankan, pembiayaan, perdagangan, dan lain-lain.

Perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi disebut pula dengan perjanjian dengan  syarat-syarat  untuk  pembebasan  atau  penghapusan tanggungjawab. Dengan perjanjian ini diinginkan salah satu pihak dari para pihak dibatasi atau dibebaskan dari sesuatu tanggungjawab berdasarkan hukum. Beban tanggungjawab  yang  mungkin  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan dihapus terhadap penyusunan perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi tersebut.

Engels  menyebutkan  adanya  tiga  bentuk  juridis  dari  perjanjian  dengan syarat-syarat eksonerasi ini. Ketiga bentuk ini adalah ;
a.  Tanggungjawab  untuk  akibat-akibat  hukum,  karena  kurang  baik  dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian.
b.  Kewajiban-kewajiban  sendiri  yang  biasanya  dibebankan  kepada  pihak untuk  mana  syarat  dibuat,  dibatasi  atau  dihapuskan  (misalnya,  perjanjian dalam keadaan darurat).
c.  Kewajiban-kewajiban  diciptakan  (syarat-syarat  pembebaan)  oleh  salah satu pihak  dibebankan  dengan  memikul  tanggungjawab  pihak  lain  yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga.

Perjanjian eksonerasi  yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat-akibat  hukum  yang  terjadi  karena  kurang  pelaksanaan  kewajibankewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti  rugi  dalam  hal  perbuatan  ingkar  janji.  Ganti  rugi  tidak  dijalankan  apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum hal itu.
5. Tanggujawab pelaku usaha
Sesuai dengan hokum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut disini bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen. Gugatan yang lazim digunakan berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah wanprestasi(default) atau perbuatan melawan hokum (tort).
Apabila ada hubungan kontraktual antara produsen dan pengusah/perusahaan, maka jenis gugatan adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami konsumen, tidak lain karna tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Jadi, jika tidak ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha, maka tidak ada tanggung jawab hukum pengusaha terhadp konsumen. Dalam ilmu hokum, inilah yang disebut doktrin  privity of contract.
 Di dalam doktrin ini terkandung prinsip “tidk ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggngjawab” (No Privity – No lability principle).
Jika gugatan konsumen menggunakan perbuatan melawan hokum (tort), hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan, dengan jenis gugatan ini, konsumen sebagai sebagai penggugat harus membuktikan unsure-unsur:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

2. Adanya kesalahan/kelalaian pengusaha/perusahaan;

3. Adanya kerugian yang dialami konsumen;

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hokum denan krugian yang dialami konsumen.

Jadi, konsumen dihadapkan pada beban pembuktian (burden ofprove) berat, karena harus membuktikan keempat unsure tersebut. Hal ini dianggap tidak adil bagi konsumen. Karna secara social ekonomi kedudukan konsumen dianggap lebih lemah disbanding pelaku usaha.

BAB III
Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama. Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, dengan metode-metode.

Metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama. Untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang baik.
1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian normatif-empirik. Metode penelitian normnatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
2. Metode Pendekatan
Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode karena ciri khas keilmuan adalah metode. Metode berarti mencari informasi secara terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan secara:
a. Pendekatan Yuridis
Dengan pendekatan ini peneliti menggunakan Perundang-Undangan  yaitu dengan melihat permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Pendekatan Konseptual
Yaitu pendekatan yang dilakukan pada konsep-konsep hukum yang bersumber dari doktrin-doktrin, putusan hakim dan peraturan perundang-undangan untuk mencari gambaran tentang suatu topik yang akan diteliti.
 Dalam hal ini, pendekatan ditujukan pada doktrin-doktrin serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan kasus-kasus pungli yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan masalah yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap perilaku individu di masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan hukum serta melaksanakan aturan hukum yang mengaturnya dengan berusaha menggali atau memperoleh data dari informen maupun responden secara langsung di lapangan.

3. Jenis Sumber Data atau  Bahan Hukum

a. Data atau bahan hukum penulis diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1)  Bahan hukum primer 

Yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disahkan oleh pihak yang berwenang. 

a) KUH Perdata.

b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
1) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap proses perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi.

2) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:  

a) Kamus Hukum. 

b) Kamus Bahasa Indonesia.

b. Data lapangan adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

1) Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini  dilaksanakan di wilayah Rumah Sakit Selog Kecamatan Selong.

2) Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah:

a) Pimpinan beserta staf Rumah Sakit Selong.
b) Pasien Rumah Sakit.

4. Metode Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan mengacu pada tiga bahan hukum di atas dengan pokok permasalahan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan klausula eksonerasi. 

b. Penelitian Lapangan  

Data lapangan yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara: 

1) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan beserta staf Rumah Sakit dan beberapa keluarga pasien pasien.
2) Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik purposive sampling 
ini digunakan dengan alasan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang dijadikan subjek penelitian dapat menunjang pemerolehan data sesuai dengan judul penelitian. Adapun karakteristik atau ciri-ciri sampel penelitian ini, yaitu orang-orang yang berkompeten untuk menjelaskan mengenai penggunaan klausula eksenorasi.
5. Analisis Data/Bahan Hukum 
Tehnik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data yang telah terkumpul dapat dianalisis  sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah yang diteliti. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari  kepustakaan  dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya penggunaan klausula eksonerasi, dengan pendapat responden yang diperoleh dengan secara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara interpretasi sehingga mendapatkan suatu  pemecahannya dan diambil kesimpulan. 
BAB IV
PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian antara pasien dengan rumah sakit selong.
Pasien  sebagai  konsumen  jasa  dibidang  pelayanan  medis,  dengan  melihat  perkembangan  ilmu  dan teknologi  kesehatan  yang  pesat,  resiko  yang  dihadapi  semakin  tinggi.  Oleh  karena  itu  dalam  hubungan  antara tenaga  kesehatan  dengan  pasien  terdapat  kesederajatan.  Di  samping  dokter,  maka  pasien  juga  memerlukan perlindungan hukum yang proposional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah sebuah hubungan perdata yang menekankan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Rumah sakit berkewajiban untuk memenuhi hak-hak pasien dan sebaliknya pasien berkewajiban memenuhi hak-hak rumah sakit. Kegagalan salah satu pihak memenuhi hak-hak pihak lain, apakah karena wanprestasi atau kelalaian akan berakibat pada gugatan atau tuntutan perdata yang berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.

Meskipun pertanggung jawaban hukum rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lahir dari  hubungan hukum perdata, tetapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut juga berimplikasi pada hukum adminstrasi dan hukum pidana.
Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakit-pasien adalah menyangkut kebijakan –kebijakan ( policy ) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat adminsitrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan atau ketentuan hukum adminstrasi  tersebut  mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak  dan pantas sesuai dengan standar pelayanan  rumah sakit, standar operasional dan standar profesi. Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum adminstrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi  yang dapat berupa pencabutan isin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Implikasi hukum pidana hubungan hukum rumah sakit- pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana. Perbuatan pidana rumah sakit terhadap pasien dapat berupa kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleg dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan demage pada tubuh korban, dimana kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan suatu kesengajaan . perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan ijin operasional rumah sakit.

Aturan-aturan yang termuat dalam undang-undang sebagai berikut:

a. Pasal 1

(1) Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

b. Pasal 58 

(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. 

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, hal ganti kerugian diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat 1dan 2:

a. Pasal 19

(1) Pelaku   usaha   bertanggung   jawab   memberikan   ganti   rugi   atas   kerusakan, pencemaran,   dan   atau   kerugian   konsumen   akibat   mengkonsumsi   barang   dan   atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
(2) Ganti   rugi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat   berupa   pengembalian   uang  atau   penggantian   barang   dan/atau   jasa   yang   sejenis   atau   setara   nilainya,   atau perawatan   kesehatan   dan/atau   pemberian   santunan  yang   sesuai   dengan   ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku.

Dengan semakin mengikatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan, yang antara lain disebabkan karena  meningkatnya  pendidikan,  kesadaran  masyarakat  antara  lain  akan  kebutuhan  kesehatan,  maka  akan meningkat  pula  perhatian  masyarakat  tentang  hak-haknya  untuk memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  baik dan bermutu dengan pelayanan yang lebih luas dan mendalam. 

Berdasarkan UU Rumah sakit, rumah sakit bertanggungjawab  terhadap  semua  kerugian yang  menimpa  seseorang  sebagai  akibat  dari kelalaian  tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit,  sebagaimana  ditentukan  pada  Pasal  46  Undang-Undang  No.  44  tahun  2009. Ketentuan  Pasal  46 ini  menjadi  dasar  yuridis  bagi  seseorang  untuk meminta  tanggungjawab  pihak  rumah  sakit jika  terjadi  kelalaian  tenaga  kesehatan  yang menimbulkan  kerugian.  Berdasarkan  rumusan Pasal  46  tersebut,  dapat  ditafsirkan beberapa hal.

1. Rumah  sakit  bertanggungjawab terhadap  kerugian, akibat  dari  kelalaian  tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit;
2. Rumah  sakit  tidak  bertanggungjawab  semua kerugian seseorang, jika ternyata terbukti tidak ada tindakan kelalaian dari tenaga kesehatan di rumah sakit;

3. Rumah sakit tidak bertanggungjawab terhadap tindakan kesengajaan  tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang  bukan  menjadi  tanggungjawab  rumah sakit;

4. Rumah   sakit  bertanggung jawab  terhadap  tindakan  kelalain  tenaga  kese-hatan,  jika  kelalaian  tersebut  dilakukan  dan terjadi di rumah sakit.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak ZAKARIA, SKM., MM mengatakan, “ semua perjanjian yang ada di Rumah Sakit Selong sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), perjanjian ini tidak bersifat memaksa. Namun perjanjian ini atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga pasien berhak menerima atau menolak perrjanjian ini”.

Tetapi hak menerima atau menolak suatu yang diberikan dari pihak rumah sakit tidak berlaku jika dalam 3 hal:

(1) penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas; 
(2) keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau 
(3) gangguan mental berat.

Dari pernyataan dari pihak RS jelas bahwa kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak RS melindungi pasien/konsumen secara hukum dan juga tidak adapencantuman klausula eksonerasi (klausula baku), namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, karena dalam beberapahal di RS selong dicantumkan klausula yang telah ditetapkan sebelumnya (klausula baku). Menurut penulis klausula baku yang di cantumkan dalam beberapa perjanjian antara rumah sakit dengan pasien lebih menguntungkan salah satu pihak, dalam hal ini yang diuntungkan rumah sakit.

Terdapat beberapa bentuk pengalihan tanggung jawab dari pihak Rumah Sakit. Kehilangan barang ataupun kerusakan fasilitas yang ada di dalam ruangan menjadi tanggug jawab pasien walaupun hal itu tidak disebabkan oleh kelalaian pasien.

Terdapat data rumah sakit Selong Tahun 2017.

JUMLAH PASIEN  di RUMAH SAKIT SELONG TAHUN 2017

a. Pasien rawat inap

	No
	Nama ruangan
	Jumlah Tempat Tidur
	Jumlah Pasien

	1
	VVIP
	3
	97

	2
	VIP
	17
	697

	3
	KELAS I
	18
	5251

	4
	KELAS II
	36
	6143

	5
	KELAS III
	146
	9381

	6
	ICU
	4
	9

	7
	BAYI BARU LAHIR
	27
	326

	8
	HCU
	28
	182

	JUMLAH
	279
	21814


b. Pasien Rawat jalan 
: 107657

c. Pasien IGD

: 18541

d. Pasien Operasi

: 869

Sumber Data Rumah Sakit tahun 2017
Dari data di atas terdapat beberapa pasien yang terpaksa menyetujui klausula eksonerasi dalam perjanjian antara rumah sakit dengan pasien.

a. Pasien Rawat Inap dari 21814 jumlah pasien

: 21814 (100%) 

b. Pasien Rawat Jalan dari 107657 jumlah pasien
: 21531 (20%)

c. Pasien Operasi dari 869 jumlah psien


: 869 (100%)
B. Tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien atas penggunaan klausula eksonerasi.
Adapun Kewajiban-Kewajiban Rumah Sakit (Pasal 29 UU No.44 Tahun 2009)

1. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin
6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin,pelayanan gawat darurat tanpa uang muka,ambulance gratis,pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa,atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan
7. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
8. Menyelenggarakan rekam medic

9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parker, ruang tunggu,sarana untuk orang cacat, wanita menyusui,anak-anak, usai lanjut
10. Melaksanakan sistem rujukan
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan
12. Memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien
14. Melaksanakan etika rumah sakit
15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional
17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit  ( hospital by laws)
19. Melindungi dan memberikan  bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas
20. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Hukum rumah sakit dapat disebut sebagai semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanaan kesehatan yaitu rumah sakit dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman medik serta sumber-sumber hukum lainnya. Selanjutnya apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara pasien dan rumah sakit dapat dibedakan pada dua macam perjanjian yaitu :
a. Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan di mana tenaga perawatan melakukan tindakan perawatan.
b. Perjanjian pelayanan medis di mana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis Inspannings Verbintenis.

Rumah sakit dalam menjamin perlindungan hukum bagi dokter/ tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggungjawab rumah sakit dan dokter/ tenaga kesehatan.
Dalam kaitan dengan tanggung jawab rumah sakit, maka pada prinsipnya rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan bunyi pasal 1367 (3) KUHPerdata. Selain itu rumah sakit juga bertanggungjawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut : 
1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault)
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (Presumption of liability)
3. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (presumption non liability)
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (Strict Liibility)
5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (Limitation of liability)
Bagan Pertanggungjawaban Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan



Sumber : Data Rumah Sakit Selong tahun 2017
Rumah sakit merupakan suatu yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut tentang kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi pendidikan dan latihan tenaga medis penelitan dan pengembangan ilmu kedokteran.
 Berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya terdapat 4 bagian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban rumah sakit selaku pelayanan medis, yaitu : 
a. Tanggung jawab terhadap personalia
b. Tanggung jawab terhadap sarana/peralatan 
c. Tanggung jawab terhadap keamanan dan perawatan. 
Dalam pasal 46 undang-undang rumah sakit menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit. Menurut KODERSI (Kode etik rumah sakit), tanggungjawab rumah sakit meliputi tanggungjawab khusus dan tanggung jawab umum.

1. Tanggung jawab umum rumah sakit 

Kewajiban pimpinan (direktur) rumah sakit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai peristiwa dan keadaan rumah sakit.

2. Tanggungjawab khusus 

Hal ini muncul jika ada tanggapan bahwa telah melanggar kaidah-kaidah baik dalam bidang hukum, etik maupun tata tertib dan disiplin. Menurut hukum, setiap pertangungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain untuk member pertanggung jawaban.

Tanggung jawab hukum adalah suatu pertanggungjawaban yang diberikan kepada subjek hukum baik itu manusia dan badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata atau melakukan tindak pidana.
 Pertanggung jawaban penyelenggara pelayanan kesehatan (dokter dan rumah sakit) dapat dilihat dari dari aspek hukum, yaitu : 
a. Tanggung jawab hukum perdata dalam pelayanan kesehatan Dalam transaksi terapiutik hubungan dokter dan pasien adalah sederajat dengan posisi yang demikian hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung jawab gugat hukum. Dari perjanjian terapiutik ini ada ditemukan gugatan pasien terhadap dokter. Gugatan untuk meminta pertanggung jawaban dokter bersumber pada dua dasar hukum yaitu berdasarkan Wanprestasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1239 KUHPerdata, dan Perbuatan melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan timbul karena tindakan seorang dokter ataupun rumah sakit berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik. 
2. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut dapat menyalahi tujuan kontrak terapeutik. 
3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan. 

Dalam wanprestasi ketiga unsur tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kontrak terapiutik antara dokter dengan pasien. Pembuktian adanya kontrak terapeutik dapat dilakukan pasien dengan mengajukan rekam medic yang diberikan oleh pasien. Bahkan dalam kontrak terapeutik adanya kartu berobat atau kedatangan pasien menemui dokter untuk meminta pertolongannya dapat dianggap telah terjadi perjanjian terapeutik. Unsur kedua harus dibuktikan dengan adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak dokter, untuk membuktikan hal ini, pasien harus dapat mengajukan fakta bahwa dokter yang merawatnya tidak melakukan apa yang disanggupi dalam kontrak terapeutik atau dokter melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, atau dokter yang merawatnya melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Agar ketiga unsur dapat dapat terpenuhi, semua tindakan dokter seperti diatas harus mempunyai hubungan dengan kerugian yang diderita oleh pasien.
 
Pertanggung jawaban dokter dan rumah sakit ini biasanya berupa ganti kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pasien. Baik hal yang disebabkan oleh tenaga kesehatan yang berada dibawah tanggungjawabnya. Pertanggung jawaban dalam bentuk ganti kerugian terdapat didalam Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Yang menyatakan bahwa setiap orang berhak meminta ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tindakan ganti kerugian tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan penyelamatan nyawa seseorang dalam keadaan darurat. 

a. Tanggung jawab hukum pidana dalam pelayanan kesehatan Hukum pidana menganut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Dalam pasal 2 KUHPidana disebutkan “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Perumusn pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada diwilayah hukum Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Pertanggungjawaban pidana lahir karena adanya kesalahan baik berupa kengengajaan maupun kealpaan. Seorang dokter.tenaga kesehatan maupun rumah sakit yang melakukan kesalahan/tindak pidana terhadap pasien maka dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana. Hukum pidana mengenal penghapusan pidana dalam pelayanan kesehatan, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat didalam yurisprudensi, namun tidak serta merta alasan pembenar dan pemaaf itu menghapus tindak pidana bagi profesi dokter.

b. Tanggung jawab hukum administrasi dalam pelayanan kesehatan, Hukum administrasi dalam hubungan rumah sakit dengan pasien adalah menyangkut kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan atau ketentuan hukum adminstrasi tersebut mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan pantas sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional dan standar profesi.

Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan izin badan hukum bagi rumah sakit, dan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat izin praktik, penundaan gaji.

1. Perjanjian keperawatan, seperti kamar dengan perlengkapannya. 
2. Perjanjian pelayanan medis, berupa tindakan medis yang dilakukan oleh  dokter yang dibantu oleh paramedis.

Dalam pertanggungjawaban, Rumah Sakit bertanggungjawab penuh atas segala kegiatan yang dilakukan baik oleh tenaga medis ataupun paramedis. Beban pertanggungjawaban diberikan kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit yang telah menerima delegasi kewenangan dari pemilik Rumah Sakit untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
Pertanggungjawaban yang diterima Rumah Sakit juga dapat berasal karena adanya kelalaian atau kesalahan dari tenaga medis/paramedisnya. Wujud pertanggungjawaban Rumah Sakit secara perdata adalah berupa penggantian kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Sedangkan pertanggungjawaban secara administrasi yang dibebankan kepada RS dapat berupa surat peringatan dan pencabutan izin pendirian RS.
C. Profil Rumah Sakit
1. Sejarah
Rumah Sakit Dr. R. Soedjono Selong yang pada awalnya adalah praktek pribadi Didirikan oleh Dr. R. Soedjono pada tahun 1912 yang selanjutnya berkembang menjadi Poli Pelayanan Umum hingga Tahun 1932. Poli Pelayanan Umum tersebut pada tahun 1932 dikembangkan menjadi Poliklinik Perawatan dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur (setara dengan Puskesmas Perawatan sekarang). Poliklinik Perawatan ini kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Selong yang berlokasi di Puskesmas Selong sekarang. Setelah Dr. R. Soedjono meninggal, pelayanan medis dilakukan oleh dokter lain yang ditunjuk. Selanjutnya ditunjuk dokter dari Belanda sebagai dokter kunjungan dari RSU Mataram ke RS Dr. R. Soedjono Selong. Sejak tahun 1958 s/d 2015 RS Dr. R. Soedjono Selong dipimpin oleh beberapa dokter yaitu :

1) Tahun 1958 sampai dengan 1965 oleh Dr. Vosoeh
2) Tahun 1965 sampai dengan 1966 oleh Dr. Susm
3) Tahun 1966 sampai dengan 1969 oleh Dr. Yuslis Katin
4) Tahun 1969 sampai dengan 1973 oleh Dr. Kosasih
5) Tahun 1973 sampai dengan 1980 oleh Dr. Damhur Kurin
6) Tahun 1980 sampai dengan 1983 oleh Dr. Jaja Koesnandar
7) Tahun 1983 sampai dengan 1988 oleh Dr. Winardi Parto Winars
8) Tahun 1988 sampai dengan 1995 oleh Dr. I Gede Ditrajaya
9) Tahun 1995 sampai dengan 1999 oleh Dr. H.Lalu Hafiz
10) Tahun 1999 sampai dengan 2004 oleh Dr. H.Muchdar
11) Tahun 2004 sampai dengan 2005 oleh Dr. H.Lalu Muh.Iftichar
12) Tanggal 12 Pebruari 2005 sampai dengan 11 April 2005 Pelaksana tugas Direktur oleh H. Haryadi Djoewayni, SH
13) Tanggal 11 April 2005 sampai dengan 22 September 2008 pelaksana tugas Direktur oleh Dr. H. M. Hasbi Santoso, M. Kes.
14) Tanggal 22 September 2008 sampai dengan 20 April 2009 Direktrur RS Dr. R. Soedjono Selong adalah Dr. H. Utun Supria, M. Kes
15) Tanggal 20 April 2009 sampai dengan 09 Oktober 2010 Direktur RS Dr. R. Soedjono Selong adalah Dr. H. Mawardi Hamry, MPPM
16) Tanggal 09 Oktober 2010 sampai dengan 05 September 2013 Direktur RS Dr. R. Soedjono Selong adalahDr. H. M. Hasbi Santoso, M. Kes.
17) Tanggal 05 September 2013 sampai dengan 15 September 2015Direktur RS Dr. R. Soedjono Selong adalah Drg. Made Pradnya Adi Putra.
18) Tanggal 15 September 2015 sampai dengan Nopember 2015 Direktur RS Dr. R. Soedjono Selong adalah Dr. H. Samsul Bahri.
19) Sejak Nopember 2015 sampai dengan sekarang Direktur RS Dr. R. Soedjono Selong adalah Dr. H. Karsito, Sp.PD.

Rumah Sakit  Dr. R. Soedjono Selong sebagai rumah sakit di Kabupaten Lombok Timur, sejak tahun 1993 telah ditingkatkan kelasnya dari Rumah Sakit kelas D menjadi kelas C berdasarkan SK Menkes RI No. 208/Menkes/SK/II/1993 tanggal 26 Februari 1993. Pada tanggal 31 Desember 2001 RS Dr. R. Soedjono Selong dibawah kepemimpinan Dr. H. Muchdar mendapat pengakuan dari KARS bahwa telah memenuhi 5 standar Pelayanan Rumah Sakit yang meliputi :
1. Administrasi Manajemen

2. Pelayanan Medis

3. Pelayanan Gawat Darurat
4. Pelayanan Keperawatan

5. Rekam Medis melalui Sertifikat Akreditasi Penuh Tingkat Dasar dengan SK.

Menkes (Dirjen Pelayanan Medik) No. YM. 00.03.2.2.2034. Untuk masa berlaku 31 Desember 2001 s/d 31 Desember 2004 , dan pada tanggal 27 Desember 2004 RS Dr. R. Soedjono Selong kembali untuk ketiga kalinya mendapat Pengakuan dari KARS bahwa telah lulus Akreditasi Penuh Tingkat Dasar untuk 5 Standar Pelayanan dengan SK. Menkes (Dirjen Pelayanan Medik) No. Hk.00.06.3.5.472 untuk masa berlaku 14 Februari 2005 s/d 14 Februari 2010. Nama Rumah Sakit Umum Selong yang pada awalnya bernama RS Dr. R. Soedjono Selong berubah menjadi RSU Selong pada masa Kepemimpinan Bupati H. Moh.Sadir (Kolonel TNI-AD) dan H. Syahdan, SH, MBA, MM. Selanjutnya pada masa Kepemimpinan Bupati H. Moh.Ali Bin Dachlan Tahun 2003 dikembalikan lagi namanya menjadi RS Dr. R. Soedjono Selong berdasarkan SK. Bupati Lombok Timur No. 188.45/417/ KUM/2003 Tanggal 12 Nopember 2003 dan dibawah kepemimpinan Bupati Periode 2008 – 2013 yaitu Drs. H. Sukiman Azmy, MM. ( Brigjen. TNI – AD) nama Rumah Sakit Menjadi RS Dr. R. Soedjono Selong.

Untuk  menunjang  kelancaran  proses  pelayanan  di  RS Selong maka diperlukan fasilitas-fasilitas yang memadai. Adapun fasilitas-fasilitas yang tersedia di RS Selong adalah sebagai berikut :
a. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit.

Merupakan  fasilitas  untukmelakukan  pengumpulan  dan 

b. Instalasi Gawat Darurat.

Merupakan fasilitas untuk melayani pelayanan kesehatan selama 24 jam.
c. Instalasi Laboratorium.
Merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan dalam melayani  hematologi,  urinalisa  dan  faeses,  kimiaklinik,  elektrolit, serologi, general check up dan transpusi darah.
d. Instalasi Farmasi.

Merupakan  fasilitas  untuk  melakukan  kegiatan  peracikan, penyimpanan  dan  penyaluran  obat-obatan  dan  bahan  kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan.

e. Instalasi Radiologi.

Merupakan  fasilitas  untuk  melakukan  kegiatan  diagnosis penyakit melalui pemeriksaan radiologis baik dengan  radiasi pengion maupun  non  pengion  serta  pengobatan  dan  penyembuhan  penyakit dengan radiasi pengion.

f. Instalasi Rawat Jalan.

Merupakan  fasilitas  untuk  melakukan kegiatan  pelayanan  rawat jalan  dan  terdiri  dari  Poliklinik  dalam  berbagai  bidang  disiplin  ilmu kedokteran klinis.

g. Instalasi Rawat Inap.

Merupakan  fasilitas  untuk  melakukan  kegiatan  pelayanan  rawat inap,  yang  terdiri  dari  instalasi  rawat  medikal,  instalasi rawat  bedah, instalasi rawat kebidanan, dan penyakit kandungan serta instalasi rawat anak.
h. ICU.

Merupakan  fasilitas  untuk  melakukan  kegiatan  pelayanan intensif.

2. Sturuktur Organisasi
Struktur Organisasi Pada RS Dr. R. Soedjono Selong

	Direktur
	:
	dr. H. KARSITO, SpPD.

	Bagian Tata Usaha
	:
	H. MASTUR, S.Sos.

	Bidang Pelayanan
	:
	dr. R. FATWA ASYHADI, M.Kes.

	Bidang Keperawatan
	:
	MOH. ARIP, S.Kep.Ners.

	Bidang Pengembangan SDM
	:
	SUPRAYITNO, SKM.

	Subbag Program & Pelaporan
	:
	LALU MOH. AZMI, S.Si.T.

	Subbag Keuangan
	:
	LILIK SRIPURWANTI, SE.

	Subbag Umum & Kepegawaian
	:
	ALPI FITRI UTAMI, S.Sos.

	Seksi Pelayanan Medis
	:
	ZAKARIA, SKM.,MM.

	Seksi Penunjang Medis
	:
	KAMARUL HUDA, SKM.,MPH.

	Seksi Bim. & Asuhan Keperawatan
	:
	H. LALU ARIS FAHROZI, S.Kep.Ners.,M.Kep.

	Seksi Etika Mutu & Audit Klinik Kep.
	:
	AZHARI, S.Kep.

	Seksi RM, Pelatihan & Akred
	:
	SRI SATRIANI, S.Kep.Ners.


	Sumber                                          :           
	Seksi Sarana &                 Prasarana             -


	----------------------



D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat ditempuh dengan dua jalur :

1. penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan
2. penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
1.      Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 45 ayat 2 UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.
 

Adapun yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UUPK, yaitu:
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan hanya memungkinkan apabila:

a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Adapun kendala yang dihadapi konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa di pengadilan adalah:
1. Penyelesaian sengketan melalui pengadilan sangat lambat;
2. Biaya perkara yang mahal;
3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis 
Usaha-usaha penyelesaian sengketa konsumen secara cepat terhadap gugatan  atau tuntutan ganti kerugian oleh konsumen terhadap produser/pelaku usaha telah diatur dalam UUPK yang memberikan kemungkinan setiap konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketanya di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dalam undang-undang putusannya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding dan kasasi dalam BPSK tersebut (Pasal 54 ayat (3) UUPK). 
Namun ketentuan yang menyatakan bahwa putusan BPSK adalah bersifat final dan mengikat ternyata bertentangan dengan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK yang memberikan kesempatan pada para pihak yang bersengketa di BPSK untuk mengajukan keberatan atas putusan BPSK yang telah diterima kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 47 UUPK menyebutkan: Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindakan tertentu untuk “menjamin” tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat berupa: artibrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference, serta bentuk lainnya.
Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam carapenyelesaian sengketa, yaitu:
1. Mediasi,
2. Artibrase, dan
3. Konsiliasi
1. Mediasi
Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di mana Majelis BPSK bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat.
Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga (a third party), suatu pihak luar yang netral (a neutral outsider) terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.
 
Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakekatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari persengketaan yang mereka hadapi sehingga hasil penyelesaian terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final, serta tidak pula mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk mematuhinya.
Keuntungan yang didapat jika menggunakan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa adalah: karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi maka pembuktian tidak lagi menjadi bebas yang memberatkan para pihak, menggunakan cara mediasi berati penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan), tidak ada pihak yang menang atau kalah, serta tidak emosional.

2. Arbitrase
Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.  Dalam mencari penyelesaian sengketa, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi.
Putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang dikalahkan tidak mematuhi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi ke pengadilan.
Lembaga arbitrase memiliki kelebihan, antara lain:

a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;
c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, di samping jujur dan adil;
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.
Walaupun arbitrase memiliki kelebihan, namun akhir-akhir ini peran arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan digeser oleh alternative penyelesaian sengketa yang lain, karena:

a. Biaya mahal, karena terdapat beberapa komponen biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya administrasi, honor arbiter, biaya transfortasi dan akomodasi arbiter, serta biaya saksi dan ahli;
b. Penyelesaian yang lambat, walau banyak sengketa yang dapat diselesaikan dalam waktu 60 – 90 hari, namun banyak juga sengketa yang memakan waktu yang panjang bahkan bertahun-tahun, apalagi jika ada perbedaan pendapat tentang penunjukan arbitrase serta hukum yang ditetapkan, maka penyelesaiannya akan bertambah rumit.
3. Konsiliasi
Cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak di mana Majelis BPSK bertugas sebagai pemerantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif.
Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah- masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibiandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan (options) penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling mendekat dan selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.
Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan aribtrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Keterikatan para pihak terhadap pendapat dari konsiliator menyebabkan penyelesaian sengketa tergantung pada kesukarelaan para pihak.
UUPK menyerahkan wewenang kepada BPSK untuk menyelesaikan setiap sengketa konsumen (di luar pengadilan). UUPK tidak menentukan adanya pemisahan tugas anggota BPSK yang bertindak sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator sehingga setiap anggota dapat bertindak baik sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator.
Oleh karena tidak adanya pemisahan keanggotaan BPSK tersebut, maka penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya diselesaikan secara berjenjang, dalam arti kata bahwa setiap sengketa diusahakan penyelesaiannya melalui mediasi, jika gagal, penyelesaian ditingkatkan melalui konsiliasi dan jika masih gagal juga barulah penyelesaian melalui cara peradilan arbitrase.
Alur Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter dan Pasien Di Rumah Sakit








Sumber: Data Rumah Sakit

E. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Dalam melaksanakan tugas terhadap proses penanganan medis diperlukan standar kerja dokter ataupun Rumah Sakit sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok. Standar kinerja ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembuatan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai Iangkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. 
Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan dan pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagai mana metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik, dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum oleh Rumah sakit terhadap pasien/konsumen yang dirugikan telah diatur dalam Undan-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1 dan 2, pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata, Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/SK/XII/2002, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 58. Walapun pemerintah telah menegakkan aturan namun tidak semua aturan tersebut diindahkan oleh para pelaku usaha.
2. Tanggungjawab Rumah Sakit terhadap konsumen yang dirugikan sesuai dengan   keputusan-keputusan pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana  peraturan-peraturan telah dituangkan didalam peraturan pemerintah maupun undang-udang. Walaupun ada peraturan yang mengaturnya namun masih ada pihak yang belum mematuhi aturan-aturan, di karnakan aturan-atauran yang mengaturnya masih kurang tegas dan terperinci. Kesalahan yang  terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan pengertian serta mengabaikan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Apabila hal itu dilakukan oleh dokter baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya dalam upaya memberikan perawatan atau pelayanan kesehatan kepada pasien, maka pasien atau keluarganya dapat minta pertanggungjawaban pada dokter yang bersangkutan. bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud disini meliputi pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban hukum administrasi.
Saran
1. Dalam hal ini, penulis memberikan saran bahwa perlu diadakan peraturan yang lebih jelas dan terperinci untuk menyelenggarakan Rumah Sakit demi perlindungan bagi konsumen.
2. Pertanggungjawaban seorang dokter dan atau Rumah Sakit dalam melakukan perawatan sehingga untuk melaksanakan  tugasnya dokter harus mempedomani kode etik kedokteran dan harus memperhatikan aturan-aturan hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia. 
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